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Peternakan kambing merupakan salah satu sektor penting dalam memenuhi
kebutuhan manusia khususnya protein hewani yang banyak diusahakan oleh
masyarakat khususnya pedesaan. Peternakan kambing menghasilkan limbah yang
dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan sekitar. Kebiasaan peternak
kambing di Dukuh Pener Desa Kertaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal
dalam membuang limbah kotoran ternak secara sembarangan di dekat kandang
dapat menurunkan kebersihan lingkungan.
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk dapat memahami pertanggungjawaban
pihak peternak terhadap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian
bagi warga masyarakat. (2) untuk mengetahui upaya penyelesaian permasalahan
terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh peternakan di yang menimbulkan
kerugian agi warga masyarakat.
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (Field Research),
dengan pendekatan normatif-empiris, pengumpulan data melalui dokumentasi,
wawancara dan observasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis
induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertanggung jawaban peternak
terhadap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi warga
masyarakat yaitu peternak  dapat dibebani dengan tanggung jawab tidak langsung.
(2) Upaya penyelesaian permasalahan akibat adanya peternakan kambing yang
menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat melalui peran Kepala Desa sebagai
mediator, musyawarah internal antara Pemerintah Desa dan BPD, serta dengan
mengadakan MUSDES tingkat Desa.
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.




Goat farming is one of the important sectors in meeting human needs,
especially animal protein, which is largely cultivated by people, especially rural
areas. Goat farms produce waste which can be a source of pollution to the
surrounding environment. Habits of goat breeders in the Hamlet of the Village of
Kertaharja, District of Kramat, Tegal Regency in disposing of manure waste
carelessly near the cage can reduce environmental cleanliness.
This study aims: (1) to be able to understand the responsibility of the
breeders against acts against the law that cause harm to citizens. (2) to find out
the efforts to resolve the problem of losses caused by livestock in causing losses to
the community.
This research is included in the field research (Field Research), with a
normative-empirical approach, data collection through documentation, interviews
and observations, while data analysis uses inductive analysis techniques.
The results of this study indicate that: (1) The liability of the farmer for acts
against the law which causes harm to the community members, namely the farmer
can be burdened with indirect responsibility. (2) Efforts to resolve the problem
due to the existence of goat farms that cause harm to the community members
through the role of the Village Head as a mediator, internal deliberations between
the Village Government and the BPD, and by holding a village-level MUSDES.
Based on the results of this study are expected to be material information
and input for students, academics, practitioners, and all parties who need it in the
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.
Keywords: Unlawful Acts (PMH), Accountability, Settlement Efforts.
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 Jika kita tidak bisa memberi manfaat kepadanya, janganlah memberinya
mudhorot;
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A. Latar Belakang Masalah
Hukum itu berorientasi pada penataan atau pengaturan perilaku manusia.
Manusia yang hidup akan terikat pada aturan-aturan hidup baik yang bersifat
aturan hukum positif maupun peaturan susila dan sopan santun yang ada di
masyarakat. Peraturan yang harus diatur terlebih dahulu adalah perilaku
manusia, bukan perilaku alam maupun lingkungan hidup. Perilaku manusia
harus diatur, sebab dari perilaku manusialah segala beban atau masalah bagi
lingkungan hidup itu muncul. Bila perilaku manusia terhadap lingkungan
hidup baik, maka akan baik pula lingkungan hidupnya.1
Perbuatan melawan hukum yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai
onrechtmatige daad,2 dapat diartikan sebagai suatu tindakan melanggar hak
subyektif orang lain dan menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut.
Pada perkembangan zaman, perbuatan melawan hukum menimbulkan
permasalahan sosial, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang
perorangan, industri, industri rumahan, pabrik, peternakan, dan industri
lainnya yang menyebabkan terjadinya kerugian materiil maupun immateriil
yang mengganggu ketentraman masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan, Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan
1 Mohammad Solekhan, Mengenal Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas 17
Agustus 1945, Semarang, 2010, hlm. 1.
2 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 247.
2dengan sumber daya fisik, benih, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan,
alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan,
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Peternakan
merupakan salah satu jenis pekerjaan yang masih banyak digeluti oleh
masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Salah satu hewan ternak yang
berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia yaitu kambing. 3
Mendirikan usaha peternakan pada dasarnya harus mengacu pada aturan
tentang prosedur pendirian Peternakan. Apabila usaha peternakan tersebut
sudah memiliki HO (Hinder Ordonatie) biasa disebut Izin Gangguan, pihak
terkait dapat mengajukan keluhan kepada pejabat yang menerbitkan Izin
Gangguan apabila peternakan tersebut sangat mengganggu serta membayakan
kesehatan masyarakat karena pendirian peternakan didaerah pemukiman
dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.
Peternakan kambing merupakan salah satu sektor penting dalam
memenuhi kebutuhan manusia khususnya protein hewani. Usaha peternakan
kambing juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber
pendapatan bagi sebagian besar warga masyarakat khususnya pedesaan.
Namun, seperti usaha lainnya, peternakan kambing juga menghasilkan limbah
yang dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan sekitar. Kebiasaan
peternak kambing di Dukuh Pener Desa Kertaharja Kecamatan Kramat
3 Ikrar Candova, M.Jafar, “JIM Bidang Hukum Keperdataan”, Vol. 1, No. 1, Agustus
2017, hlm. 93.
3Kabupaten Tegal dalam membuang limbah kotoran ternak secara
sembarangan di dekat kandang  dapat menurunkan kebersihan lingkungan.
Masyarakat sudah terbiasa untuk membuang limbah tersebut yang
kemudian dibakar. Penempatan kandang kambing yang sebagian besar berada
di depan rumah menyebabkan hasil dari kotoran kambing tersebut mencemari
lingkungan sekitar pemukiman warga yang berada di dekat kandang kambing.
Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak secara
langsung maupun tidak langsung, baik menyebabkan pencemaran lingkungan
serta dapat menimbulkan penyakit bagi manusia dan dapat menyebabkan
bencana.4
Rumusan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan :
“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya
untuk menggantikan kerugian tersebut.”
Ketentuan Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan: “Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya adalah
selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang
diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang tersebut itu ada dibawah
pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.”
Membangun peternakan di sekitar pemukiman warga hingga
mengakibatkan polusi udara yang meresahkan merupakan pelanggaran aturan
dan dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbuatan
4 Rizqi Zuroida, “SanitasiKandang dan Keluhan Kesehatan pada Peternakan Sapi Perah”,
Vol.10, No.4, Oktober 2018, hlm. 437
4tersebut menimbulkan sejumlah kerugian dimana masyarakat tidak dapat
menikmati lingkungan yang sehat sebagimana pemukiman pada umumnya.
Oleh karena itu, dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.5 Pihak
yang merasa terganggu dan dirugikan dapat mengajukan gugatan atas
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jika ingin menggugat sejumlah ganti rugi
akibat didirikannya peternakan sebagaimana disebut dalam pasal 1365 KUH
Perdata.
Masalah pencemaran merupakan tanggungjawab kita semua. Penegakan
hukum lingkungan sebenarnya bukan satu-satunya alat untuk penataan.
Penataan dapat dilakukan melalui cara-cara lain seperti mekanisme
musyawarah mufakat dan pengawasan oleh instansi pemerintah desa. Upaya
paksa melalui penerapan sanksi tidak harus melalui pengadilan.
Pendayagunaan sanksi administratif meliputi sanksi yang teringan seperti
teguran tertulis, peringatan, perintah administratif sampai kepada penghentian
sementara atau seterusnya sebagian atau seluruhnya kegiatan.6
Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami, serta mengkaji
masalah timbulnya kerugian yang dirasakan oleh warga masyarakat Desa
Kertaharja akibat peternakan kambing, maka penulis mengangkat dan
menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul : “Kajian
5 Ikrar Candova, M.Jafar, Op.cit, hlm. 94
6 Djatmiko, et.al., “Pendayagunaan Industrial Waste Management ( Kajian Hukum
Lingkungan Indonesia)”, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2000. halm.10, dalam Skripsi Sarjana,
Pencemaran Udara Akibat Limbah Ternak Ayam Oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk
diKabupaten Serang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tt.p., tp., t.t., hlm.8
5Perbuatan Melawan Hukum Atas Pendirian Peternakan Kambing di
Desa Kertaharja Kecamatan Kramat kabupaten Tegal”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertanggungjawaban pihak peternak terhadap perbuatan
melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat?
2. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan akibat adanya peternakan
kambing yang menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk dapat mengkaji pertanggungjawaban pihak peternak terhadap
perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi warga
masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan upaya penyelesaian permasalahan terhadap
kerugian yang ditimbulkan oleh peternakan di yang menimbulkan kerugian
agi warga masyarakat.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat berguna
baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut :
1) Manfaat Teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum
pada umumnya dan untuk pembangunan ilmu hukum lingkungan,
khususnya dalam pengaturan berkaitan dengan pencemaran yang
ditimbulkan akibat peternakan di sekitar pemukiman warga.
6b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi di bidang
akademis dan sebagai bahan pustaka Hukum Perdata khususnya bidang
Hukum Lingkungan.
2) Manfaat Praktis
a. Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan positif bagi
peneliti untuk dapat mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan
khususnya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atas pendirian
peternakan di sekitar pemukiman warga Desa Kertaharja Kecamatan
Kramat Kabupaten Tegal.
b. Diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam
melakukan pengaturan mengenai tanggungjawab peternak serta
penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat
adanya kerugian yang dirasakan oleh masyarakat yang dilakukan oleh
peternak.
E. Tinjauan Pustaka
Penelitian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh
beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya:
1) Astari Carolina, (UNPAD). Dalam skripsinya yang berjudul Perbuatan
Melawan Hukum oleh Peternak terhadap Warga di Lingkungan
Perumahan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan untuk Peternakan Dikaitkan
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Retno Yuniyanti, (UI, 2008). Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi
sebagai Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi
7Kasus Mengenai Kasus Filiana Andalusia Melawan PT. Telekomunikasi
Selular).
3) Ikrar Carnova, M. Jafar (FH Universitas Syiah Kuala, 2017). Dalam
jurnalnya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum terhadap Usaha
Peternakan di Daerah Pemukiman Warga Peukan Bada.
Berdasarkan dua penelitian di atas, yang membedakan antara
skripsi peneliti dengan penelitian tersebut adalah obyek dan subyeknya.
Pada skripsi yang pertama membahas tentang perbuatan melawan hukum
oleh peternak yang tidak mempunyai izin mendirikan bangunan
peternakan dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kemudian skripsi yang kedua membahas tentang studi kasus
mengenai kasus Filiana Andalusia melawan PT. Telekomunikasi Selular
berkaitan dengan ganti rugi yang sedapat mungkin mengembalikan
penderita kembali pada keadaan semula berdasarkan ketentuan pasal
1243 sampai 1252 KUH Perdata. Dalam jurnal diatas membahas tentang
peternakan yang didirikan hanya dengan persetujuan perangkat desa,
pemilik dan pengelola usaha sehingga kurang menguasai cara
menjalankan usaha sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi
orang lain.
Skripsi peneliti membahas terkait pertanggungjawaban peternak
serta cara penyelesaian permasalahan yang disebabkan oleh peternakan
kambing terhadap kerugian yang dirasakan oleh warga masyarakat Desa
Kertaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Selain itu, setiap wilayah
8maupun daerah mempunyai letak geografis yang berbeda sehingga dapat




Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research).
Penilitian lapangan (Field Research) adalah jenis penelitian yang
menggunakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang
bersangkutan. Selain itu penelitian lapangan ini diharuskan  untuk
membuat catatan lapangan secara ekstensif yang  kemudian dibuat kode
dan dianalisis dalam berbagai cara.7
b) Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yaitu
pendekatan yang menggunakan konsep logis yang menyatakan bahwa
hukum tidak hanya identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan
diundang oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang namun juga
berkaitan dengan realita yang ada di dalam masyarakat.
c) Sumber Data Penelitian
Subjek adalah dari mana suatu data atau info  dapat diperoleh atau
pusat perhatian dan sasaran peneliti.8 Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan data primer. Data primer adalah yang diperoleh langsung
7 Lexy j. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya,
2011, hlm.26.
8 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Yogyakarta : Rineka
Cipta, 2006, hlm.145.
9dari responden kepada pengumpul data melalui wawancara. Dalam
penelitian ini yang menjadi data primer adalah data mengenai hasil
wawancara dan jawaban dari narasumber. Data sekunder merupakan
sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
atau sudah tersedia sebelumnya yang dapat diperoleh dari pihak lain yang
berasal dari buku-buku maupun dokumen,9 yang menjadi data sekunder
dalam penelitian ini seperti daftar peternak di Desa Kertaharja Kecamatan
Kramat Kabupaten Tegal.
Berdasarkan sumbernya, bahan hukum dibedakan menjadi tiga yaitu
sebagai berikut :
1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari berbagai
peraturan perundag-undangan.10 Dalam penelitian ini yang menjadi
bahan hukum primer sebagai berikut :
1. Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kitab Undang-Undang Hukum perdata.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan.
6. Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan.
9 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm. 129.
10 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
cet.2, Depok : Prenadamedia Group, 2016, hlm. 172.
10
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara.
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-
50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-
buku teks (textbook) yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal
hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi.11
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
berupa Kamus Hukum,dan Encyclopedia.
d) Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang
bertujuan untuk mendapatkan data yang objektif dan valid. Adapun
metode yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut :
11 Ibid., hlm.173.
11
a. Studi Kepustakaan (Library Research), meliputi :
1) Studi Dokumen, yaitu dengan cara mengambil bahan penelitian dari
perundang-undangan yang berlaku.
2) Studi Pustakaan, yaitu dengan cara mengambil bahan penelitian dari
buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum.
b. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan yang demikian dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama
yaitu pewawancara (inteviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan
pihak kedua yaitu terwawancara (interviewee) yang memberi jawaban
dan tanggapan atas pertanyaan tersebut.12 Jenis wawancara yang
digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur dimana
peneliti sudah menyiapkan instrumen pertanyaan-pertanyaan dengan
sistem tanya jawab secara langsung yang ditujukan kepada
narasumber.
c. Observasi
Metode pengamatan atau observasi adalah merupakan suatu cara
atau teknik untuk mengumpulkan data dengan mengadakan
pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang
diteliti.13 Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data secara
12 Lexy j. Maleong, Op.cit., hlm. 23.
13 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2011, hlm. 220.
12
langsung mengenai dampak dari peternakan di sekitar pemukiman
warga yang bersangkutan.
e) Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif yang
merupakan suatu analisis yang bekerja dengan cara peneliti secara
langsung berada di dalam lokasi penelitian itu sendiri, sehingga
kesimpulan yang didapat semata-mata berasal dari pengumpulan data
terlebih dahulu.14
G. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika skripsi
sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, bab ini berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode
Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.
Bab II Tinjauan Konseptual, bab ini berisi : penjelasan secara umum
mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Unsur-unsur Perbuatan Melawan
Hukum, Bentuk Kerugian, Tanggungjawab Hukum, Tinjauan tentang
Peternakan, serta Upaya Penyelesaian Sengketa.
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi : uraian dan
penjelasan serta pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah yang
berkaitan dengan Kajian Perbuatan Melawan Hukum atas Pendirian
Peternakan Kambing di Desa Kertaharja Kecamatan Kramat Kabupaten
14 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu  Sosial
Humaniora Pada Umumnya, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 328.
13
Tegal, meliputi pertanggungjawaban serta cara penyelesaian permasalahan
yang ditimbulkan peternak terhadap kerugian yang dirasakan oleh warga
masyarakat.






KAJIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENDIRIAN
PETERNAKAN KAMBING DI DESA KERTAHARJA KECAMATAN
KRAMAT KABUPATEN TEGAL
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad, tort) disini adalah
sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata. Karena, untuk
tindakan melawan hukum dalam bidang pidana maupun bidang hukum lain
mempunyai arti, konotasi, dan pengaturan yang berbeda. Untuk selanjutnya,
dalam pembahasan ini, kecuali disebutkan lain secara khusus, maka
penggunaan istilah “perbuatan melawan hukum” hanya dimaksudkan sebagai
perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata saja.
Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1380
KUHPerdata. Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut
dengan “onrechtmatige daad” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan
istilah “tort”.15 Beberapa pengertian perbuatan melawan hukum menurut para
ahli sebagai berikut:
1. Menurut Simon ‘melawan hukum’ artinya bertentangan dengan hukum,
bukan saja bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif)
melainkan juga dengan hukum obyektif seperti dengan hukum perdata,
hukum tata usaha negara.
15 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 247.
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2. Menurut Pompe memberikan penafsiran yang lebih luas, bahwa
bertentangan dengan hukum itu tidak saja bertentangan dengan hukum
tertulis melainkan juga dengan hukum tidak tertulis, sedangkan
3. Nayon mengatakan bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan
hak orang lain.16
Perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari perikatan karena bukan
perjanjian. Hal ini sesuai dengan pendapat CST Kansil dan Christine ST
Kansil yang menyatakan bahwa perikatan karena bukan perjanjian terjadi
karena Perbuatan Melanggar Hukum atau onrechmatige daad seperti yang
diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.17
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika
terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini sebagai perbuatan dan akibat
yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Unsur kerugian, tidak
hanya bersifat material saja, tetapi juga kerugian immaterial seperti ketakutan,
beban pikiran, dan sebagainya, dan terakhir adalah adanya hubungan sebab
akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.18
Dalam konteks Undang-Undang, kesalahan menunjuk pada hal
“pengetahuan” dari orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut
sadar dan tahu bahwa jika sesuatu tersebut dilakukan pasti akan menerbitkan
16 Nizar Zakaria, “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan
Ganti Rugi dalam Bentuk Uang”, Skripsi Sarjana Hukum, Tegal: Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Pancasakti Tegal, 2016, hlm.9, t.d.
17 CST Kansil dan Christine ST Kansil, Modul Hukum Perdata termasuk Asas-Asas Hukum
Perdata, Pradnya Paramita, 2000, hlm. 212 dalam Enny Isturiyati, Skripsi Sarjana, Proses
Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Pengosongan Tanah melalui
Mediasi, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm. 68.
18 Evalina Yessica, “Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan
Wanprestasi”, Vol.1, No.2, November 2014, hlm. 51
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kerugian pada orang lain. Pengetahuan tersebut merupakan syarat mutlak bagi
dapat dipertanggungjawabkan tidaknya seseorang yang telah melakukan
perbuatan melawan hukum.19
Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan
hukum adalah sebagai berikut : 20
1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari
kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan
hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya
kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum
yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu
perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum,
kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan
dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu
ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian
dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau
wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap
kewajiban equity lainnya.
19 Enny Isturiyati, Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum  Dalam
Perkara Pengosongan Tanah Melalui Mediasi, Skripsi Sarjana, Semarang: Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm. 70.
20 Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1999, hlm. 4.
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5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak
atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak
orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan
kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan
dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan
karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan
suatu fisika atau matematika.
B. Kategori Perbuatan Melawan Hukum
Sejak tahun 1919, di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan
secara luas yang mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai
berikut:21
1) Perbuatan yang Bertentangan dengan Hak Orang Lain
Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreak opens
anders recht) yang termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal
1365 KUH Perdata. Hak-hak tersebut adalah hak-hak seseorang yang
diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak berikut :
 Hak-hak pribadi (persoonlijkheidrechten).
 Hak-hak kekayaan (vermogensrecht).
 Hak atas kebebasan.
 Hak atas kehormatan dan nama baik.
21 Munir Fuady, Op.cit., hlm. 250.
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2) Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya (recht splicht)
Sendiri
Istilah “kewajiban hukum” (recht splicht) dimaksudkan bahwa suatu
kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum
tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan
hukum tertulis (wettelijk plicht), melainkan juga bertentangan dengan hak
orang lain menurut undang-undang (wettelijk recht). Oleh karena itu istilah
yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah onrechtmatige
daad, bukan onwetmatige daad.
3) Perbuatan yang Bertentangan dengan Kesusilaan
Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah
diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan
melawan hukum manakala tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian
bagi pihak lain maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti
rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH
Perdata).
4) Perbuatan yang Bertentangan dengan Kehati-hatian atau Keharusan dalam
Pergaulan Masyarakat yang Baik (zorgvuldigheid)
Jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak
secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, dapat dijerat dengan
perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan
dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.
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C. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum
Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan
hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 22
1) Perbuatan tersebut Melawan Hukum
Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari
pelaku yang melanggar atau melawan hukum. Sejak 1919, berdasarkan
putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-
Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas
pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang
(hukum tertulis saja) tetapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai
berikut:23
a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-
jelas melanggar Undang-Undang.
b. Melanggar hak subyektif orang lain, artinya jika perbuatan yang
dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dilakukan telah
melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi
tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak
kebendaan, kehormatan, nama baik, ataupun hak perorangan lainnya).
c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban
hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum
publik.
22 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2013, hlm. 10.
23 https://konsultashukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/ , diakses pada
Kamis, 3 Oktober 2019, pukul 11.44 WIB.
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d. Bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), yaitu kaidah moral
(Pasal 1335 Jo. Pasal 1337 KUHPerdata).
e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam
masyarakat (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het
maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of
goed). Kriteria ini bersumber pada hukum yang tidak tertulis (bersifat
relatif) yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap
yang baik atau kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan
kepentingan orang lain.
2) Adanya Kesalahan (Schuldelement) dari Pihak Pelaku
Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan
sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Kesengajaan (Obyektif), maksudnya ada kesadaran yang oleh orang
normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan
orang lain.
b. Kealpaan (Subyektif), maksudnya ada perbuatan mengabaikan sesuatu
yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga
menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum diajarkan
bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kealpaan atau
kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:24
24 Munir Fuady, Op.cit., hlm. 270.
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1. Adanya perbuatan yang tidak mestinya dilakukan atau
mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care).
3. Tidak dijalankannya suatu kewajiban kehati-hatian tersebut.
4. Adanya kerugian bagi orang lain.
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak
melakukan perbuatan dengan kerugia yang timbul.
c. Tidak ada Alasan Pembenar atau Alasan Pemaaf (recht
vaardigingsgrond), seperti keadaan memaksa (overmacht), membela
diri, atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).
Sehubungan dengan unsur kesalahan ini, terdapat 2 (dua)
kemungkinan sebagai berikut :25
a. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya
kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya
kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan secara sengaja.
b. Kerugian itu ditimbulkan oleh beberapa pembuat, maka terhadap
masing-masing orang yang bertanggungjawab atas terjadinya perbuatan
tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan
hukum ditafsirkan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan
25 https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelanggaran_hukum , diakses pada Kamis 3 Oktober
2019, pukul 12.10 WIB.
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sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal (reasonable man)
dalam suatu pergaulan masyarakat.26
3) Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian dan Perbuatan
(Hubungan Kausalitas)
Adanya sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan
akibat yang muncul. Untuk memecahkan hubungan causal antara
perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat 2 (dua) teori yaitu
:27
1) Condition Sine Qua Non
Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu
bertanggungjawab jika perbuatannya condition sine qua non
menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu
perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya
akibat).
2) Adequate Veroorzaking
Pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab untuk
kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada
perbuatan melawan hukum.
4) Adanya Kerugian bagi Korban
Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum berbeda
dengan kerugian karena wanprestasi karena wanprestasi hanya mengenal
26 Munir Fuady. Op.cit. hlm. 13.
27 Ibid.
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kerugian materiil saja, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum
terdiri dari:
1) Kerugian Materiil
Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita
dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi si pembuat perbuatan
melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian
yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya
diperolehnya. Misalnya : kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya
keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain.
2) Kerugian Immateril (Kerugian Idiil)
Kerugian immateril dapat berupa ketakutan, kekecewaan, penyesalan,
sakit dan kehilangan kesenangan hidup serta kehilangan semangat
hidup.
Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdata sebagai
berikut :28
1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365
KUHPerdata).
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367
ayat (1) KUHPerdata, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas
kerugian yang disebabkan perbuatanya sendiri, melainkan juga atas
kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi
28 Op.cit.
24
tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam
pengawasannya (vicarious liability)).
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata).
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369
KUHPerdata).
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh
(Pasal 1370 KUHPerdata).
6. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371
KUHPerdata).
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata).
5) Adanya Suatu Perbuatan
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari
pelakunya, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat
sesuatu (dalam arti pasif). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum,
tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur
“causa yang diperbolehkan”.29
D. Pertanggung Jawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum
Hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-
hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi
pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu tanggungjawab membayar ganti rugi
kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang
menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban.
29 Munir Fuady, Op.cit., hlm. 254.
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Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: “Tiap perbuatan
melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut.”
Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan: “Setiap orang
bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena
perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya
atau kurang hati-hatinya”.
Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas mengatur pertanggung-
jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena
berbuat (positif=culpa in commitendo) atau karena tidak berbuat (pasif=culpa
in ommitendo). Sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada
tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena
kelalaian (onrechtmatigenalaten). Orang yang melakukan perbuatan melawan
hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang
yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.
Sehubungan dengan kesalahan in terdapat 2 (dua) kemungkinan sebagai
berikut:
1) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya
kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah
atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan
kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan
sengaja.
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2) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan
karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang
bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk
keseluruhannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah
pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 (dua)
golongan, yaitu:
a) Tanggung jawab langsung
Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan adanya
interprestasi yang luas sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun vs Cohen)
dari Pasal 1365 KUHPerdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya
tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap
pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti
rugi.
b) Tanggung jawab tidak langsung
Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak
hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang
dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang
lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah
pengawasannya.
Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan
hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada
pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara,
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tergantung siapa yang melakukannya. Adanya kemungkinan pengalihan
tanggung jawab tersebut disebabkan oleh 2 (dua) hal sebagai berikut:
a. Perihal pengawasan
Adakalanya seorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat menurut
hukum berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan orang lain.
Adapun orang-orang yang bertanggung jawab untuk perbuatan yang
dilakukan oleh orang lain menurut Pasal 1367 KUHPerdata adalah sebagai
berikut:30
1. Orang tua atau wali, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap anak-
anaknya yang belum dewasa (Pasal 1367 KUHPerdata).
2. Seorang curator, dalam hal curatele, bertanggung jawab atas pengawasan
terhadap curandus.
3. Guru, bertanggung jawab atas pengawasan murid sekolah yang berada
dalam lingkungan pengajarannya (Pasal 1367 KUHPerdata).
4. Majikan, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap buruhnya (Pasal
1367 KUHPerdata).
5. Penyuruh (lasgever), bertanggung jawab atas pengawasan terhadap
pesuruhnya.
6. Kepala-kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan
oleh tukang-tukangnya (Pasal 1367 KUHPerdata).
7. Pemilik binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh
binatang piaraanya (Pasal 1368 KUHPerdata).
30 Ibid., hlm. 260.
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8. Pemakai binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh
binatang yang dipakainya itu (Pasal 1368 KUHPerdata).
9. Pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung
karena:
a) Kelalaian dalam pemeliharaan, atau
b) Karena cacat dalam pembangunan maupun tataannya (Pasal 1369
KUHPerdata).
Terkait dengan hal ini pengawasan dapat dianggap mempunyai untuk
menjaga agar jangan sampai seorang yang diawasi itu melakukan perbuatan
melawan hukum.  Pengawas itu harus turut berusaha menghindarkan
kegoncangan dalam masyarakat, yang mungkin akan disebabkan oleh
tingkah laku orang yang diawasinya.
b. Pemberian kuasa dengan risiko ekonomi
Suatu pertimbangan tentang dirasakannya adil dan patut untuk
mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan orang lain, terletak
pada soal perekonomian, yaitu jika pada kenyataannya orang yang
melakukan perbuatan melawan hukum itu ekonominya tidak begitu kuat.
Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa percuma saja jika orang
tersebut dipertanggungjawabkan, karena kekayaan harta bendanya tidak
cukup untuk menutupi kerugian yang disebabkan olehnya dan yang diderita
oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini yang mempertanggungjawabkan
perbuatannya adalah orang lain yang dianggap lebih mampu untuk
bertanggung jawab.
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Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan pertanggung jawaban
dalam perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
1. Teori Schutznorm
Teori Schutznom atau disebut juga dengan ajaran relativitas ini berasal
dari hukum Jerman yang dibawa ke negara Belanda oleh Gelein Vitringa.
Teori ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung
jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak
cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kasual antara perbuatan yang
dilakukan dengan kerugian yang timbul.31 Akan tetapi, perlu juga
ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat
untuk melindungi (schutz) terhadap kepentingan korban yang dirugikan.
2. Teori Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)
Teori ini disebut dengan tenggung jawab tanpa kesalahan (liability
without fault), adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada
pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan
dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun
tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara
hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak
melakukannya dengan sengaja, dan tidak pula mengandung unsur kelalaian,
kekurang hati-hatian, atau ketidakpatutan.32
31 Ibid., hlm. 257.
32 Ibid., hlm. 274.
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3. Teori Aanprakelijkheid
Teori ini dapat disebut dengan teori tanggung gugat, adalah teori untuk
menentukan siapakah yang harus menerima gugatan karena adanya suatu
perbuatan melawan hukum. Pada umumnya, tetapi tidak selamanya, yang
harus digugat tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum
adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri.33
Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh orang lain, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagi berikut:
1. Teori Tanggung jawab atasan (Respondeat Superior, a superior risk
bearing theory).
2. Teori Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang
orang dalam tanggungannya, dan
3. Teori Tanggung jawab pengganti dari barang – barang yang berada di
bawah tanggungannya.
KUHPerdata memperinci beberapa pihak yang harus menerima
tanggung gugat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak
lain yaitu sebagai berikut:34
1. Orang tua atau wali, bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan
oleh anak-anak dibawah tanggungannya atau perwaliannya (Pasal 1367
KUHPerdata).
2. Guru-guru sekolah bertanggung gugat atas pengawasan murid-muridnya
(Pasal 1367 KUHPerdata).
33 Ibid., hlm. 259.
34 Munir Fuady. Op.cit. hlm.17.
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3. Majikan bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh
pekerjanya (Pasal 1367 KUHPerdata).
4. Kepala-kepala tukang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan
oleh tukang-tukangnya (Pasal 1367 KUHPerdata).
5. Pemilik binatang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh
binatang piaraanya itu (Pasal 1368 KUHPerdata).
6. Pemakai binatang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh
binatang yang dipakainya itu (Pasal 1368 KUHPerdata).
7. Pemilik sebuah gedung bertanggung gugat atas ambruknya gedung
karena:
a) Kelalaian dalam pemeliharaan, atau
b) Karena cacat dalam pembangunan maupun tataannya (Pasal 1369
KUHPerdata).
E. Perlindungan Korban
Korban dari perbuatan melawan hukum merupakan pihak yang akan
mendapatkan ganti rugi dari pelaku, maka hukum menyediakan seperangkat
kaidahnya untuk memastikan siapa korban tersebut. Pihak korban adalah
siapapun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum
tersebut. Asal saja kerugian yang diderita oleh korban tersebut terkait dengan
hubungan sebab akibat yang faktual (sine qua non) maupun sebab akibat kira-
kira (proximate causeI). Kategori yuridis dari pihak korban atas perbuatan
melawan hukum adalah sebagai berikut:35
35 Munir Fuady, Op.cit., hlm. 19.
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1. Pihak Korban itu Sendiri
Sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, siapaun yang menderita
kerugian, maka orang tersebut sendirilah yang berhak atas ganti kerugian,
dan dapat meminta bahkan menggugatnya ke pengadilan atas pembayaran
ganti rugi yang dimaksud.
2. Penerima Nafkah
Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan atau kelalaian yang
menyebabkan matinya korban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1370
KUHPerdata, yang berhak atas ganti rugi tersebut adalah pihak yang
lazimnya mendapat nafkah dari korban, yaitu suami atau istri yang
ditinggalkan dan anak atau orang tua dari korban.
3. Keluarga Sedarah Garis Lurus dan Istri/Suami
Perbuatan melawan hukum yang berupa penghinaan atau menjatuhkan
nama baik seseorang, maka jika perbuatan tersebut dilakukan setelah orang
yang bersangkutan itu meninggal dunia, maka menurut Pasal 1375
KUHPerdata, yang berhak menuntut ganti rugi adalah suami atau istri,
orang tua, kakek nenek, anak dan cucu.
4. Ahli Waris pada Umumnya
Selain dari pihak korban atau pengganti korban dari perbuatan melawan
hukum yang berhak atas ganti rugi seperti tersebut diatas, maka hak yang
didapat karena ganti rugi tersebut, turun pula kepada ahli warisnya sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku.
33
F. Tinjauan tentang Peternakan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan, Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan
sumber daya fisik, benih, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan
mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan,
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
Peternakan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang masih banyak
digeluti oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Salah satu hewan
ternak yang berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia yaitu kambing. 36
Pendirian peternakan kambing memberikan kontribusi yang cukup besar
terhadap pemenuhan protein hewani. Namun, keberadaan kandang yang berada
tepat di sekitar tempat tinggal seringkali menimbulkan keresahan bagi
masyarakat. Sesuai dengan pendapat Sihombing (2000), kandang harus cukup
jauh jaraknya dari pemukiman, minimal 250 meter. Semakin dekat jarak rumah
dengan peternakan, maka semakin terasa juga dampaknya, dan dipengaruhi
juga dengan banyaknya jumlah ternak.37
G. Upaya Penyelesaian Sengketa
Sengketa adalah bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai
kepentingan atau kemampuan yang berbeda. Dalam sengketa, perbedaan
kepentingan biasanya disertai ketidak percayaan satu sama lain, kurangnya
komunikasi, ketegangan dan sikap yang emosional serta pergaulan di
masyarakat yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Untuk
36 Ikrar Candova, M.Jafar, Op.cit, hlm. 93.
37 Lestari, V.S., dkk, “Persepsi Masyarakat terhadap Limbah Usaha Peternakan sapi
Potong (Public Perception towards Beef Cattle Farming Waste)”, April, 2013, hlm.39.
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menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi dapat melalui upaya atau cara
penyelesaian sengketa sebagai berikut :38
1) Negosiasi
Dalam negosiasi, para pihak yang bersengketa menunjuk masing-masing
perwakilannya untuk menjadi negosiator untuk melakukan penyelesaian
perkara tanpa melibatkan pihak luar.
2) Mediasi
Proses penyelesaian sengketa dimana kedua pihak menggunakan atau
menunjuk pihak ketiga yang ditunjuk secara sukarela oleh pihak-pihak yang
berperkara. Penyelesaian sengketa melalui mediasi bertujuan untuk
memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-
perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral
(mediator) dalam rangka mencapai perdamaian.
Penyelesaian sengketa melalui perdamaian telah diatur dalam Pasal 1851
KUHPerdata, disebutkan: “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan
mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan
suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun
mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah melainkan
jika dibuat secara tertulis.”
3) Arbitrase
Ketentuan pasal 1 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar
38 www.kompasiana.com/mohammadjuanda/aku-ingin-menjadi-mediator-desa, diakses
pada Minggu, 6 Oktober 2019, pukul 11.13 WIB.
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Persidangan menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, kedua belah pihak
yang bersengketa melibatkan pihak ketiga, yaitu seorang arbiter untuk
menyelesaikan sengketa yang terjadi. Arbiter ini berperan aktif terlibat
dalam penyelesaian masalah dan kesepakatan akhir.
4) Litigasi
Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan
dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk
megajukan gugatan dan bantahan, dengan kata lain litigasi merupakan
penyelesaian perkara melalui jalur hukum. Hakimlah yang menentukan
pihak mana yang benar dan pihak mana yang kalah.
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Keadaan Geografis
Desa Kertaharja adalah salah satu desa di Kecamatan Kramat yang
termasuk dalam wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dan
merupakan salah satu desa yang menjadi ibukota Kecamatan Kramat dengan
jarak tempuh darat ke Kecamatan Kurang lebih 1 KM dan 30 KM kearah
ibukota Kabupaten Tegal di Slawi.
Sebuah Desa dengan Visi “Tercapainya Masyarakat Desa Kertaharja
yang Aman dan Sejahtera melalui Pertanian dan Optimalisasi Pelayanan
Publik” ini mempunyai lingkup Pemberdayaan Masyarakat yaitu LPMD,
KPMD, Linmas/Hansip, RW dan RT, PKK, Posyandu, Pos Kesehatan Desa
(PKD), Mobil Siaga Desa “Kerta Siaga”, Pemberdayaan Pengurus
Pengajian Tingkat Desa, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan BUMDesa.
2. Potensi Sumber Daya Alam
a) Luas Tanah Sawah Desa = 85, 97 Ha
b) Peternakan
1) Jenis Populasi Ternak
1. Sapi : 12 ekor
2. Ayam broiler : 12.850 ekor
3. Bebek : - ekor
4. Kambing : 647 ekor
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2) Produksi Peternakan
1. Susu : - ekor / Th
2. Kulit : - M / Th
3. Telur : - Kg / Th
4. Daging : 138.755 Kg/Th
c) Pertanian
1) Tanaman Pangan menurut Komoditas
a. Jagung : 4,5 Ha : 6 Ton/ Ha
b. Kacang Panjang : 3.97 Ha : 10 Ton/ Ha
c. Padi : 71 Ha : 6 Ton/ Ha
2) Pemilikan Lahan Pertanian
a. Jumlah rumah tangga yang memiliki : 229 Keluarga
b. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki : 1.105 Keluarga
d) Mata Pencaharian
































3. Struktur Pemerintahan Desa
4. Kronologi Permasalahan
Kambing merupakan salah satu hewan ternak besar utama selain sapi.
Tidak seperti ternak sapi, ternak kambing masih diusahakan secara
tradisional. Terdapat dua fokus utama dalam usaha ternak kambing, yaitu
bertujuan mengambil daging dan mengambil susu. Ternak kambing bisa
dibesarkan dengan cara tradisional dalam skala kecil hingga menengah yang
biasanya dilakukan di pedesaan. Hampir sebagian besar masyarakat




















terutama di daerah pedesaan memiliki binatang piaraan baik kambing,
ayam, sapi, atau binatang lain yang tentunya memiliki nilai ekonomi tinggi.
Sejak puluhan tahun yang lalu, warga masyarakat Desa Kertaharja
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal telah menggeluti profesi sebagai
peternak hewan kambing. Pada umumnya, mereka hanya memelihara dalam
jumlah terbatas dan tidak ada target. Mereka biasanya hanya memelihara
karena sudah menjadi tradisi masyarakat desa yang sifatnya sebagai harta
simpanan jika sewaktu-waktu butuh uang mendesak sehingga bisa dijual.
Namun, seiring berjalanya waktu, beternak kambing bukan lagi menjadi
pekerjaan sampingan tetapi justru menjadi mata pencaharian utama karena
tingginya permintaan daging di pasaran, juga cara perawatannya yang relatif
mudah. Tidak jarang diantara mereka ada yang beternak kambing dengan
sistem bagi hasil yaitu salah satu menjadi penyedia bibit kambing dan yang
lainnya bertugas merawat kambing baik memberi makan juga
membersihkan kandang kambing.
Masyarakat mendirikan peternakan kambing tanpa adanya ijin
gangguan yang dikeluarkan oleh Dinas terkait, mereka hanya mendirikan
secara spontan, sesuai dengan keinginan pribadi bahkan dari pihak
Pemerintah Desa mengetahui adanya peternakan warga setelah diadakan
pendataan lapangan.
Berawal dari adanya aduan dari masyarakat yang merasa terganggu
akibat bau tidak sedap yang dihasilkan oleh limbah kotoran kambing yang
hampir setiap hari bahkan setiap jam terus bertambah kepada pihak
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Pemerintah Desa Kerataharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Mereka
adalah para tetangga yang bertempat tinggal di samping kanan, kiri dan
depan kandang kambing.
Salah seorang warga Dukuh Pener menyatakan bahwa pernah suatu
waktu ketika musim penghujan tiba, dimana sungai di Dukuh pener sudah
tidak mampu lagi menampung aliran air hujan yang begitu deras sehingga
meluap ke pemukiman warga yang mana air tersebut menghempas
membawa kotoran kambing tersebut masuk ke dalam rumah beberapa
tetangga. Selain itu, juga sudah ada beberapa korban jiwa akibat terserang
penyakit TBC (Tuberculosis) akibat menghirup udara tidak sedap setiap hari
selama bertahun-tahun. Ini merupakan kondisi yang cukup ironis,
masyarakat tidak dapat hidup dengan layak, bersih, sehat serta bebas dari
pencemaran.
Berdasarkan dari keluhan masyarakat tersebut, pihak Pemerintah Desa
sudah melakukan upaya yang bertujuan untuk dapat meminimalisir dampak
akibat limbah kotoran kambing tersebut, dari teguran hingga musyawarah
bersama namun semua upaya tersebut tidak berhasil. Pihak Pemerintah Desa
merasa bingung harus dengan upaya apalagi untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut. Sampai sekarang, masalah tersebut masih belum
menemukan titik temu penyelesaian yang paling tepat dengan tidak
merugikan salah satu pihak.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diperlukan adanya perangkat
hukum yang menjamin dan memberikan kepastian hukum karena pada
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dasarnya tujuan hukum yaitu untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian
hukum. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang
diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi
Pemerintah Desa sebagai penggerak sistem pemerintahan di Desa dalam
menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pertanggung Jawaban Peternak terhadap Perbuatan Melawan Hukum
yang Menimbulkan Kerugian bagi Warga Masyarakat
Peternakan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang masih banyak
digeluti oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Salah satu hewan
ternak yang berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia yaitu kambing.39
Kambing merupakan seekor hewan herbivora yang memiliki kandungan
protein yang sangat baik. Pendirian peternakan kambing memberikan
kontribusi yang cukup besar terhadap pemenuhan protein hewani.
Peternakan kambing merupakan salah satu sektor penting dalam memenuhi
kebutuhan manusia khususnya protein hewani. Usaha peternakan kambing
juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber
pendapatan bagi sebagian besar warga masyarakat khususnya pedesaan.
Peternakan kambing yang didirikan oleh peternak (dalam hal ini
warga) di Desa Kertaharja khususnya di Dukuh Pener sudah ada dan dijalani
sejak puluhan tahun silam bahkan disebut sebagai warisan turun temurun.
Tidak diketahui secara pasti sejak kapan warga mulai berprofesi sebagai
39 Ikrar Candova, M.Jafar, Loc.cit.
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peternak hewan khususnya kambing. Para peternak juga tidak mempunyai
ijin mendirikan usaha maupun ijin gangguan yang dikeluarkan oleh Dinas
terkait, mereka hanya mendirikan dengan inisiatif sendiri dan Desa hanya
sebatas mengetahui adanya peternakan yang diusahakan oleh warga
masyarakat.40
Para peternak lebih memilih berprofesi sebagai peternak kambing
karena kurangnya kemampuan atau keahlian di bidang lain. Beternak
kambing tidak sulit, mereka hanya membutuhkan keahlian memotong
rumput untuk makan kambing yang merupakan hal yang sangat mudah juga
dengan adanya dukungan alam yang kaya akan berbagai macam tanaman
sehingga para peternak dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan makanan
kambing.41 Selain itu, beternak kambing menjadi alternatif profesi yang
diminati karena hasil yang cukup menjanjikan terutama pada musim Idul
Adha dimana banyak orang membutuhkan kambing yang akan digunakan
sebagai hewan qurban.
Sebagian besar peternak menempatkan kandang kambing diatas
sebidang tanah milik peternak yang terletak persis di depan rumah peternak
sendiri. Para peternak mempunyai sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) ekor
kambing di setiap kandang. Jumlah tersebut tentu termasuk dalam skala
kecil. Namun, seperti halnya peternakan lain, peternakan kambing pun
menghasilkan limbah khususnya kotoran yang tentunya mengganggu
40 Wawancara dengan Bapak Darisman Ari Wibowo, Kepala Desa Kertaharja, di Balai
Desa Kertaharja, tanggal 27 Oktober 2019 jam 09.05 WIB.
41 Wawancara dengan Ibu Siswianti, Sekretaris Desa Kertaharja, di Balai Desa Kertaharja,
tanggal 27 Oktober 2019 jam 10.30 WIB.
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kenyamanan dan kebersihan lingkungan karena tidak dipungkiri, limbah
yang dihasilkan oleh peternakan kambing cenderung menimbulkan kerugian
khususnya bagi tetangga yang bertempat tinggal di sekeliling kandang
tersebut.
Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada
lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.42
Peternakan kambing menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran
lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun
yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.
Ketentuan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan”.
Berdasarkan ketentuan dalam Konstitusi tersebut, maka setiap orang
mempunyai hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dan Negara yaitu
hak untuk mendapatkan dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan
sehat, artinya lingkungan hidup yang bersih, terjaga, serta tidak tercemar.
Menurut teori kepentingan maka hak lingkungan lahir karena adanya
kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan
yang baik dan sehat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan
manusia yang baik dan sehat pula. Dengan adanya kepentingan tersebut,
42 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal, Pasal 1 butir (23).
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manusia menciptakan hak untuk lingkungan agar lingkungan tidak dirusak
atau dicemari.43
Kurangnya kesadaran tentang kebersihan lingkungan serta kesadaran
akan hukum menimbulkan seseorang cenderung berbuat semena-sema
dengan hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan pribadi tanpa
memperhatikan keselarasan, keseimbangan serta keserasian baik antar
manusia maupun dengan lingkungan hidupnya. Menjaga kebersihan dan
kelestarian lingkungan merupakan tanggungjawab setiap orang tanpa
terkecuali.
Peternakan kambing di Desa Kertaharja Kecamatan Kramat
Kabupaten Tegal ini menimbulkan keresahan bagi tetangga di sekitar
kandang. Sudah ada korban jiwa akibat terserang penyakit TBC
(Tuberculosis) yang disebabkan oleh bau kotoran kambing yang sangat
menggangu kesehatan para tetangganya.44 Peternak seringkali ditegur
namun tidak dihiraukan karena mereka beranggapan bahwa kandang
tersebut berada di atas tanah milik mereka.
Udara diperlukan manusia setiap saat dalam kehidupannya. Untuk itu,
kualitas udara yang layak harus tersedia untuk mendukung terciptanya
kesehatan masyarakat.45
Udara yang tidak sehat seperti bau yang sangat terasa kepada
masyarakat, itu sangat mengganggu kesehatan masyarakatnya. Pencemaran
43 Aan Efendi, Hukum Lingkungan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 34.
44 Wawancara dengan Bapak Mulyanto, warga RW 3, di rumah Bapak Mulyanto, tanggal
30 Oktober 2019 jam 16.00 WIB.
45 Ricki Mulia, Kesehatan Lingkungan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005, hlm.27.
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udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di
atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia,
hewan dan tumbuhan serta mengganggu estetika dan kenyamanan atau
merusak properti.46
Dalam perspektif hukum perdata, pemilik binatang bertanggung jawab
atas perbuatan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya baik binatang itu
ada di bawah pengawasannya maupun di luar pengawasannya. Dalam hal
ini, peternak sudah berupaya untuk meminimalisir dampak bau yang
ditimbulkan, tetapi limbah kotoran kambing yang menimbulkan bau tidak
sedap tetap mengganggu dan meresahkan warga sekitar. Oleh karena itu,
peternak (dalam hal ini pemilik kambing) mempunyai kewajiban untuk
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh warga sekitar. Dengan
kata lain, peternak dapat dimintakan ganti rugi atas perbuatan melawan
hukum yang menimbulkan kerugian bagi warga sekitar peternakan kambing
tersebut. Sebagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai
berikut:47
1. Adanya perbuatan
Perbuatan menurut hukum adalah perbuatan terjadi karena tindakan atau
kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak
seharusnya dilakukan.
46 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 1998,
hlm. 38.
47 Enny Isturiyati, “Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam
Perkara Pengosongan Tanah melalui Mediasi”, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang: Fakultas
Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm. 119
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2. Melanggar
Melanggar terjadi karena perkembangan masyarakat dalam
menyesuaikan dengan keadaan.
3. Kesalahan
Unsur kesalahan ini berasal dari perbuatan melanggar hukum merupakan
perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Pengertian unsur
kesalahan dapat terjadi karena disengaja atau tidak disengaja.
4. Kerugian
Adanya kerugian yang diderita oleh orang lain. Dalam hal ini, kerugian
yang dirasakan berupa kerugian immateriil yaitu adanya keresahan yang
diderita oleh masyarakat.
Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan,
yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan
kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan
kesusilaan baik maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam
pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.48
Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan
hukum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan prinsip-prinsip hukum yang
bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk
memberikan tanggung jawab atas kerugian yang terbit dari interaksi sosial
48 Ibid., hlm. 125.
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dan menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang
tepat. Perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut:49
a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Menurut tingkatannya
kesengajaan ada 3 (tiga) macam yaitu:
a) Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (kesengajaan dalam artian
yang sempit);
b) Kesengajaan sebagai kepastian (adanya kesadaran bahwa perbuatan
tersebut menimbulkan akibat);
c) Kesengajaan sebagai kemungkinan atau suatu kesadaran suatu
perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu
perbuatan (dolis eventualis).
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa adanya unsur
kesengajaan dan kelalaian).
Hal ini lebih cenderung menitikberatkan pada pertanggungjawaban
dari perbuatan melawan hukum yang tidak dilakukan oleh seseorang
akan tetapi pertanggung jawabannya harus dipikul oleh orang tersebut,
yang lebih dikenal dengan teori tanggungjawab pengganti (vicarious
lability) sebagaimana ketentuan Pasal 1367 sampai dengan Pasal 1368
KUH Perdata.
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Unsur dari kelalaian yaitu:
a) Adanya suatu perbuatan atau mengakibatkan sesuatu yang mestinya
dilakukan.
49 Ibid., hlm. 122.
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b) Adana suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care).
c) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut
d) Adanya kerugian bagi orang lain.
e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan atau tidak melakukan
perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal
oleh hukum adalah sebagai berikut:50
a. Ganti Rugi Nominal
Jika adanya Perbuatan Melawan Hukum yang serius, seperti
perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak
menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban
dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa
menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.
b. Ganti Rugi Kompensasi (Compensatory Damages)
Ganti Rugi Kompensasi (Compensatory Damages) adalah ganti
rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar
kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu
Perbuatan Melawan Hukum. Karena itu ganti rugi ini disebut ganti rugi
yang aktual, misalnya ganti rugi atas segala biaya yang telah dikeluarkan
oleh korban, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti
stress, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.
50 Munir Fuady, Op.cit, hlm. 134.
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c. Ganti Rugi Penghukuman (Punitive Damages)
Ganti Rugi Penghukuman (Punitive Damages) merupakan suatu
ganti rugi dalam jumlah yang besar yang melebihi dari jumlah kerugian
yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan
sebagai hukuman bagi si pelaku.
Tanggung jawab hukum merupakan kesadaran manusia akan tingkah
laku atas perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, tanggung jawab
juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.51
Konsep tanggung jawab hukum (liability) dalam ranah hukum privat, yaitu
tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggung jawab
berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan
melawan hukum.52
Selain ketentuan pada Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan
melawan hukum juga terdapat sebagaimana ketentuan Pasal 1368 KUH
Perdata mengenai pertanggung jawaban sebaliknya oleh pemilik binatang
yang menyebutkan bahwa “Pemilik seekor binatang, atau siapa yang
memakainya adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab
tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang
tersebut itu ada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari
pengawasannya”.
Seorang pelaku perbuatan melawan hukum dapat dimintakan
tanggung jawabnya secara hukum karena kesalahanya yang menimbulkan
51 Ibid., hlm. 124.
52 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung,
Mundur Maju, 1999, hlm. 130.
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kerugian bagi pihak lain, maka timbul pertanggung jawaban atas
kesalahanya, sehingga ia harus mengganti kerugian yang ditimbulkan dari
perbuatannya dan atau bertanggung jawab karena perbuatan orang lain yang
menjadi tanggungannya dan benda yang berada dalam pengawasannya
sebagaimana ketentuan Pasal 1368 KUH Perdata.
Perbuatan peternak dengan mendirikan peternakan kambing di sekitar
pemukiman warga hingga menimbulkan keresahan dan rasa tidak nyaman
terhadap orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum
tanpa kesalahan (tidak ada unsur kesengajaan dan kelalaian) yaitu perbuatan
melawan hukum yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban terhadap
perbuatan yang tidak dilakukan oleh seseorang akan tetapi pertanggung
jawabannya harus dipikul oleh orang tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, peternak  dapat dibebani dengan tanggung
jawab tidak langsung sebagaimana ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, yaitu
seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan
melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang
dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya atau disebabkan
oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
2. Upaya Penyelesaian Permasalahan Akibat Adanya Peternakan
Kambing yang Menimbulkan Kerugian bagi Warga Masyarakat
Negara Indonesia dalam masalah lingkungan merupakan suatu
gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh
adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan
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pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi
yang tercermin.53
Alternatif penyelesaian sengeta menawarkan berbagai bentuk proses
penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberapa bentuk
mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan
demikian sengketa diusahakan mencapai suatu penyelesain final.
Memahami sengketa secara tepat dengan memperhitungkan berbagai
implikasinya akan mampu membantu pihak ketiga yang diminta secara
netral/independen melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa
untuk sampai kepada penyelesaian. Atau memungkinkan merancang suatu
proses mekanisme yang paling sesuai dengan sengketanya.54
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau nonlitigasi diatur secara
normatif melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa untuk mengatur
penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan dengan memberikan
kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk
menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat diantara para pihak
dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum
diharapkan mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa.55
53 Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan
Indonesia, Bandung, Alumni, 1996,  hlm. 16.
54 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska
dan BANI, Jakarta, 2002, hlm. 2.
55 Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Raja Gravindo
Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1.
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Desa adalah sebuah entitas sosial yang paling riil bagi masyarakat
Indonesia. Kedudukannya sebagai entitas sosial tidak saja memiliki fungsi
administrasi namun juga sebagai representasi kepercayaan kultur terhadap
suatu model kepemimpinan.56
Konflik atau perselisihan adalah normal dan tidak dapat dipisahkan
sepanjang ada interaksi antar manusia. Dalam perspektif antropologi,
perselisihan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan manusia (James P.spradley and David W. Mccurdy, 1987:11).
Konflik dalam kehidupan sosial terjadi karena adanya benturan kepentingan,
pendapat, harapan yang harus diwujudkan dan sebagainya yang melibatkan
setidaknya dua pihak dapat berupa perorangan, keluarga, organisasi, atau
komunitas tertentu.
Secara teknis hukum ada dua pilihan bagi warga masyarakat dalam
menyelesaikan perselisihan, yaitu melalui cara judicial (litigasi) oleh
peradilan negara dan melalui cara non judicial (non litigasi) oleh pihak
ketiga (mediator) (Adi Sulistiyono, 2006:130-131). Penyelesaian konflik
secara damai sangat penting dikedepankan untuk mempertahankan harmoni
sosial dalam kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan luka batin
yang menyisakan dendam berkepanjangan. Penyelesaian secara damai dan
kekeluargaan ini, intinya adalah permohonan maaf dari pihak yang
melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan dan pihak yang
dirugikan bersedia menerima permohonan maaf serta bersedia pula
56 http://catatan27hukum.blogspot.com/penyelesaian-sengketa-alternatif, diakses pada
tanggal 5 Desember jam 17.39 WIB.
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memaafkan pihak yang melakukan kesalahan.57 Oleh karena itu diperlukan
suatu mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan di
masyarakat desa. Salah satu metode yang memberikan solusi adalah melalui
mekanisme mediasi. Salah satu pihak yang memiliki potensi dan peluang
besar untuk menjadi mediator adalah pemimpin wilayah misalnya kepala
desa, yang memahami akan kondisi warganya dan tentunya dihormati oleh
warganya.
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare
yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang
ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya
menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Ia harus mampu
menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama,
sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang
bersengketa.58
Peran seorang kepala desa menjadi sangat penting dalam
menyelesaikan perselisihan di masyarakat desa. Secara historis pada masa
Hindia Belanda telah dikenal adanya peradilan desa.59 Sejalan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan. Pasal 26
Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan
pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan
57 Sri Lestari Rahayu,et al., “Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perselisihan
Masyarakat di Desa”, Yustisia, Volume 5, Nomor 2, Mei-Agustus 2016, hlm.342.
58 Ibid., hlm. 347.
59 Loc.cit.
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kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Selanjutnya
dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf k, disebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa berkewajiban
menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.”
Kepala desa adalah tokoh yang dapat memainkan peran penting
sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan dalam masyarakatnya,
sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menyatakan bahwa kepala desa adalah pemimpin pemerintahan yang
memiliki posisi kuat (berwibawa) sehingga diharapkan akan efektif dalam
menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesai perselisihan.
Kepala Desa Kertaharja mempunyai peran yang cukup vital dalam
menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya
berkaitan dengan adanya aduan masyarakat terhadap peternakan kambing
yang menimbulkan bau tidak sedap akibat limbah kotoran kambing. Kepala
Desa Kertaharja dalam hal ini bertindak sebagai mediator atau penegah
yang bertugas menengahi, bersifat netral dan tidak memihak, serta
memberikan pandangan kepada para pihak dalam menyelesaikan
permalahan ini.
Permasalahan bau tidak sedap ini merupakan masalah yang cukup
pelik. Tidak hanya segelintir orang atau warga saja namun sudah banyak
yang mengadukan tentang hal yang sama. Terhadap aduan dari masyarakat
ini, Bapak Darisman Ari Wibowo selaku Kepala Desa Kertaharja segera
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mengambil langkah untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Terdapat
beberapa tahap prosedur yang dilakukan yaitu sebagai berikut:60
Pertama, penyelesaian dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi adalah
cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.61 Kepala Desa
sebagai mediator memiliki tugas sebagai berikut:
1) Mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk
dibahas dan di sepakati.
2) Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses
mediasi.
3) Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan
mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para
pihak.
4) Menjaga kerahasiaan para pihak.
Pelaksanaan mediasi ini diawali dengan memanggil kedua pihak yang
saling berselisih, dalam hal ini yaitu peternak kambing dan warga yang
merasa dirugikan. Kedua pihak dipersilahkan untuk menyampaikan atau
menceritakan masalah yang terjadi sehingga dapat ditarik garis merah
pangkal masalah atau penyebab serta kronologi permasalahan. Kepala Desa
mendengarkan kedua belah pihak dengan tetap bersifat netral, tidak
memihak salah satu pihak, memberikan pandangan-pandangan sehingga
permasalahan yang terjadi semakin jelas dan dapat diselesaikan dengan
60 Wawancara dengan Ibu Siswianti, Sekretaris Desa Kertaharja, di Rumah Sekdes, tanggal
5 Desember 2019 jam 16.45 WIB.
61 Enny Isturiyati, Op.cit., hlm. 41.
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damai. Jika tidak menemukan penyelesaikan maka dilakukan tindakan lebih
lanjut.
Kedua, melakukan musyawarah secara internal yang melibatkan pihak
Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa beserta perangkatnya serta
dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam musyawarah ini,
aduan dari masyarakat dibahas secara bersama-sama untuk dapat ditemukan
sebuah solusi yang kemudian disepakati bersama.
Ketiga,menindak lanjuti kesepakatan yang diambil dalam musyawarah
internal tersebut, selanjutnya dilaksanakan musyawarah desa (MUSDES)
yang melibatkan tidak hanya Pemerintah Desa dan BPD, tetapi juga dengan
mengundang organisasi yang ada di Desa Kertaharja yaitu Lembaga
Perberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Ketua Rukun Warga (RW), Ketua
Rukun Tetangga (RT), Tokoh Agama (TOGA), Tokoh Masyarakat
(TOMAS), Karang Taruna, serta para pihak yang berselisih yaitu peternak
dan warga yang merasa dirugikan. Tidak jauh berbeda dengan tahap
sebelumnya, dalam proses ini kembali dibahas permasalahan peternakan
kambing yang menimbulkan pencemaran udara dalam hal ini yaitu bau tidak
sedap akibat limbah kotoran kambing serta asap pembakaran sisa makanan
kambing.
Selain upaya-upaya tersebut, pihak Pemerintah Desa melalui Kepala
Desa Kertaharja juga melakukan upaya lain yaitu sebagai berikut:
1) Pendekatan personal kepada peternak. Yaitu dengan memberikan
pandangan-pandangan akan pentingnya kebersihan lingkungan serta
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dampak yang terjadi akibat pencemaran lingkungan khususnya yang
disebabkan oleh peternakan kambing peternak yang bersangkutan.
2) Perbaikan drainase yang berfungsi sebagai saluran pembuangan.
3) Sosialisasi pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), yaitu
semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran pribadi
sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri
pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam masyarakat.62
4) Sosialisasi pembuatan pupuk kompos, yaitu dengan membuat sumur
resapan yang kemudian limbah kotoran kambing tersebut diolah menjadi
pupuk organik.
5) Rencana relokasi peternakan kambing milik warga.
Upaya penyelesaian permasalahan di pedesaan khususnya di Desa
Kertaharja masih kental dengan suasana kekeluargaan. Berdasarkan data
yang diperoleh, sebagian besar masyarakat lebih memilih menyelesaikan
perselisihan melalui Kepala Desa dengan jalur mediasi daripada melalui
jalur pengadilan dengan alasan sebagai berikut:
1. Lebih hemat biaya, efisien dan memuaskan kedua pihak.
2. Diselesaikan dengan melibatkan tokoh yang ada di masyarakat, baik
BPD, LPMD, RT, RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karung
Taruna serta oganisasi lain yang ada di Desa.
3. Hubungan pihak yang berselisih tetap terjaga sehingga tidak ada dendam,
kondusif,dan harmonis.
62 http://Promkes.kemkes.go.id/phbs, diakses pada tanggal 6 Desember 2019 jam 10.30
WIB.
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4. Lebih efektif karena mediasi melalui kepala desa bersifat kekeluargaan.
5. Kepala Desa lebih mengerti betul tentang warganya sehingga lebih
memahami bagaimana cara yang paling tepat untuk menyelesaikan






Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap peternakan kambing di
Desa Kertaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Pertanggung jawaban peternak terhadap perbuatan melawan hukum yang
menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat yaitu peternak  dapat
dibebani dengan tanggung jawab tidak langsung sebagaimana ketentuan
Pasal 1367 KUHPerdata, yaitu seorang subjek hukum tidak hanya
bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya
saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang
menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di
bawah pengawasannya. Dalam hal ini, peternak sudah mempunyai itikad
baik untuk meminimalisir dampak limbah kotoran kambing dengan cara
membersihkan secara teratur kandang kambing serta dalam proses
perbaikan drainase dan resapan air oleh pihak Pemerintah Desa.
2. Upaya penyelesaian permasalahan akibat adanya peternakan kambing yang
menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat melalui peran Kepala Desa
sebagai mediator, musyawarah internal antara Pemerintah Desa dan BPD,
serta dengan mengadakan MUSDES tingkat Desa. Selain itu juga dilakukan
pendekatan personal kepada peternak, perbaikan drainase, sosialisasi
PHBS, sosialisasi pembuatan pupuk kompos dan rencana relokasi kandang
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kambing. Dalam hal ini, para peternak mulai sadar hukum dan mengerti
akan dampak yang disebabkan oleh peternakan kambing miliknya,
sehingga pencemaran dapat dikurangi. Oleh karena itu, permasalahan ini
dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan dalam musyawarah
mufakat (non litigasi) sehingga tidak sampai pada pengajuan gugatan ganti
rugi melalui jalur pengadilan (litigasi).
B. Saran
1. Bagi Pemerintah Desa Kertaharja
1) Mengadakan Program Pemberdayaan  Masyarakat khususnya bagi para
peternak dalam bentuk pelatihan sektor lain secara berkelanjutan
sehingga mereka mempunyai keterampilan (softskill) untuk dapat
menunjang kebutuhan hidup sebagaimana Ketentuan Pasal 24 Peraturan
Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten
Tegal Tahun 2019.
2) Membuat drainase baru dan penampungan atau resapan sebagai tempat
pembuangan limbah yang kemudian limbah kotoran tersebut dapat
diolah menjadi kompos sehingga tidak menimbulkan pencemaran serta
dapat menambah nilai ekonomi masyarakat khususnya peternak.
3) Membuat Peraturan Desa yang mengatur tentang usaha peternakan di




1) Diharapkan para peternak dapat menjaga kebersihan kandang kambing
sehingga selain masyarakat tidak merasa terganggu dengan bau tidak
sedap juga kambing ternak lebih sehat karena kandang bersih.
2) Peternak dapat memanfaatkan limbah kotoran kambing dengan cara
mengubah menjadi pupuk organik.
3. Bagi Peneliti yang akan datang
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian
selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum
di Lingkungan Masyarakat Pedesaan.
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